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PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH -

bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023,
masih terdapat 8 (Delapan) Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum selesai
dilaksakan pada tahun 2022;

. Rancangan Peraturan Daerah vang belum diselesaikan

antara lain Rancangan Peraturan Usul Prakarsa Komisi
A, Komisi C, Komisi D dan Komisi E serta Usul Prakarsa
Gubernur,

. bahwa sesual ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016
tentang Pembentukan Peraturan Daerah, apabila
pelaksanaannya belum terselesaikan pada tahun
berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam
Program Pembentukan Peraturan Daerah berikutnya
berdasarkan kesepakatan  Badan Pembentukan
Peraturan Daerah dan Biro Hukum Provins;

. bahwa berdasarkan - pertimbangan schagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2022 tentang

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023,

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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Peraturan Fﬁruﬂdang—undanga-n (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398},

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 637 3);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197); :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang  Pembentukan Peraturan  Daerah
(Lembaran Daecrah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 82);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Nomor 13);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan
Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 64);



10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Jawa Tengah
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 4
KESATU - Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daecrah
' Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran 1l Keputusan
ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023.

KETIGA . Penyvusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya vang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 12 Januar 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 JANUARI 2023

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN -
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
Prioritas Tahun 2023 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun
sccara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas
Propemperda Tahun 2023 serta dinamika kebutuhan hukum daerah

dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 menjadi jawaban alas
dinamika kebutuhan hukum daerah’ dan masyarakat Jawa Tengah
yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif
terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik
di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan,

dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Program Pembeniukan Peraturan Daerah Tahun 2023 telah
ditetapkan pada Tanggal 24 November 2022 dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun
2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023, yang memprogramkan Rancangan Peraturan
Daerah sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah yang terdin dari 7
(tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatil
Gubernur dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif

Terbuka.

Namun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2022 sampai dengan akhir Bulan Desember 2022
masih terdapat 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah dalam tahap
pembahasan. Dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 17

ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016



tentang Pembentukan Perda, bahwa  apabila pelaksanaan
Propemperda belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka
dilanjutkan dan dimasukan dalam Propemperda tahun berikutnya
berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum
Provinsi, sehubungan hal tersebut maka ﬁerlu dimasukan dalam
Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023,
untuk itu perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Program

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum,

serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengabh, maka

arah kebijakan Propemperda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan _pemcrintah daerah
dalam menjaga ketertiban, ketentraman serta penanganan komilik
sosial di masyarakat di Jawa Tengah, yang notabenya sebagai dari
dacrah yang multi etnis. Atas dasar tersbut maka perlu Menyusun
Peraturan Daerah tentang Penanganan Komplik Sosial yang
merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

2. Jawa Tengah scbagai salah satu daerah vang memiliki potensi
dalam pengembangan scktor pangan, salah satu upaya Jawa
Tengah sudah Memiliki BUMD yang bergerak di Bidang pangan,
untuk itu Dukungan Regulasi Terhadap Kewenangan Daerah
dalam Mengimplementasikan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa
Tengah.

3. Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 BUMD dan bekerjasama dengan 2
BUMN, merupakan salah satu intrumen untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah, untuk itu tata Kelola BUMD harus
dilaksanakan secara baik dan terukur, untuk itu Jawa Tengah
Perlu Menyusun Perda Pencrapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik Pada Badan Usaha Milik Dacrah.

4. Air Minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat, mengingat
Jawa Tengah, amsih terdapat beberapa daerah yang mengalami

kekeringan, untuk menjaga ketersediaan Air Minum maka perlu
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disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Air Minum Regional di
Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu pilar berbangsa dan bernegara adalah kedaulatan
dalam kebudayaan, Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang
memiliki budava vang menjadi warisan dunia, sehingga dalam
melakukan perlindungan dan pengembangan budaya maka perlu
disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di
Provinsi Jawa Tengah. .

Salah satu tujuan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah
adalah memberikan kepastian hukum. Dimana kepastian hukum
salah satunya diwujudkan dalam ketertiban penyusunan lahirnya
Undang Undang 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan
Perundang-undangan, sehingga Perlu di susun Peraturan Daerah
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.

Salah satu pilar kebangsaan adalah pengamalan Pancasila sebagai
dasar negara dalam kehidupan schari-hari, untuk itu dalam
rangka membentengi generasi muda dari kelunturan nilai-nilai
kebangsaan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Lahir:nya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
mengamantkan bahwa paling lambat tanggal 5 Januari 2024
Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan.
Untuk itu maka perlu di susun Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disusun di Jawa Tengah.
Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata ruang di
Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peruntukannya,
maka Perlu penyusunan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.

Dalam rangka pengembangan industri Di Jawa Tengah, diperlukan
perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan
lainnya, untuk itu maka perlu’ menyusun Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2037.

Perlunya pengendalian terhadap penyiaran dan pemberitaan serta

dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
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penyiaran, maka diperlukan regulasi fterkait Penyelenggaraan
Penylarar.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan
terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undanﬁ Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja, perlu dibuat Peraturan Daerah Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.
Lahirnya Undang-Undnag 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
dibutuhkan kepastian hukum terhadap ketenagakerjaan, sehingga

dibutuhkan regulasi terkait Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang

pendanaan penyelenggaraan pesantren, maka diperlukan sebuah
regulasi terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi
Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, salah satu amanatnya Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 30 tahun.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka
perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Sarana
Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan
Daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka
perlu dilakukan perubahan status BUMD dan PT Penjamin Kredit

Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

DAFTAR PERUBAHAN PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS
TAHUN 2023 '

Berdasarkan arah dan kebijakan Perubahan Propemperda 2023,

sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Perubahan

Propemperda Raperda Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 18 (Delapan

Belas) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.



DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PRIORITAS TAHUN 2023

Daerah Jawa Tengah.

Penjelasan/NA
No Judul Raperda Dan Draf Raperda
Disiapkan
1 2 3
1. | Penanganan Konflik Sosial - DPRD
2. | Kedaulatan Pangan DPRD
Pencrapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik DPRD
| Pada Badan Usaha Milik Daerah - -
4. | Sistem Air Minum Regional DPRD
5. | Pemajuan Kebudayaan DPRD ]
6. | Pembentukan Produk Hukum Daerah DPRD
7. | Pendidikan Pancasila dan Wawasan | DPRD
Il Kebangsaan
8. | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah GUBERNUR
"0, |Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa GUBERNUR
. engah Tahun 2023-2043 )
10. | Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa GUBERNUR
[ Tengah Tahun 2017-2037 -
11. | Penyelenggaraan Penyiaran DPRD
LANJUTAN
' 12. | Pengelolaan Keuangan Daerah : DPRD -
LANJUTAN
' 13. | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan DPRD
Hidup Di Provinsi Jawa Tengah LANJUTAN
14. | Penyelenggaraan Ketcnagakerjaan DPRD
| LANJUTAN
15. | Fasilitasi dan Sinﬂrgitas Penyelenggaraan GUBERNUR |
Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah LANJUTAN
| 16. | Rencana  Perlindungan Dan  Pengelolaan 'GUBERNUR
Lingkungan Hidup LANJUTAN
17. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana GUBERNUR |
Pembangunan Jawa Tengah . LANJUTAN
18. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit GUBERNUR

LANJUTAN




RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

| No JUDUL RAPERDA

’_l s Pﬂrtanggun_giawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

| 2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

i 5 | APBD Tahun Anggaran 2024 1
D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 merupakan perencanaan
program pembentukan Peraturan Daerah yvang terencana, terpadu dan
sistcmatis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah,
perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika

kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun
2023 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna
mendorong pencapaian arah dan fujuan Pembangunan Daerah tahun
2023, Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada
tahun 2023 sesual dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat
yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan
aspek kepastian, kegunaan dan keadilan® sosial dalam rangka

peningkatan kesejahieraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2023 -

TANGGAL : 12 JANUARI 2023

PENJELASAN PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

B ‘ STATUS DISERTAI —
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan | saskan | Fenjeiasanjiicters | Lnlt I1nsta Penyelesai | Keterangan
I Ba Akadem | ngan nsi
an e an
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12
1. | Peratur | Penanganan | Pencegahan Baru a. Undang- a. Penyelenggara- - Kesbang 2023
an Konflik Sosial | konflik sosial; Undang an kewenangan pol
Daerah Penghentian Nomor 7 pemerintah - Dinas
konflik sosial; Tahun daerah dalam Sosial
Pemulihan 2012 menjaga keter- - Biro
' pasca konflik tentang tiban, keten- Hukum
sosial; Tim Penangan- traman serta
Terpadu an Konflik penanganan
Penanganan Sosial konflik sosial di '
Konflik Sosial; a. Peraturan masyarakat di
Memelihara Pelaksana Jawa Tengah;
Kondisi an :
Damai Dalam Undang- B Jawa Tengal
sebagai daerah
Masyarakat; Undang :
yvang multi
Nomor 7 tni
Tahun g
5012 ¢. Amanat Pasal 2
Peraturan
;&ntang: Pemerintah
en}?ngg?; Nomor 2 Tahun .
an ANt 2015 tentang
Sosial
| Peraturan
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No

Jenis

Tentang

Materi Pokok

STATUS

Baru

Perubah
dan

Pelaksanaan

DISERTAI

Naskah
Akadem
ik

Penjelasan/Ketera
ngan

Unit/Insta
nsi

Target
Penyelesai
darll

Keterangan

3

5 6

. 8

9

10

1

12

Pelaksanaan
Undang- Un-
dang Nomor 7
Tahun 2012
tentang Pena-
nganan Konflik
Sosial, perlu
diatur mengenai
penanganan
konflik sosial
melalui
Peraturan
Daerah

. Berdasarkan

point a, bdan ¢
maka perlu
Menyusun
peraturan
daerah tentang
penanganan
konflik sosial.

Peratur
an

Daerah
|

Kedaulatan
Pangan

Baru

L Undang-

Undang
Nomor 23
Tahun 2014
tentang
Pemerintaha
n Daerah,
urusan

. ketersediaan,

keterjangkauan,
dan pemenuhan
konsumsi
pangan yang
cukup, aman,
bermutu, bergizi
dan beragam

- Dinas
Ketahan

pangan
- Buro
Hukum

2023
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STATUS . | DISERTAI Tagat
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera | Unit/ Ipsta Penyelesai | Keterangan
Baru Akadem ngan nsi
an ik an
1 2 3 4 5 6 A 8 9 10 11 12

pangarn serta tersebar
merupakan merata di
salah satu seluruh wilayah |
urusan Jawa Tengah.
wajib b. Undang-Undang

| pemerintah- Nomor 23
an vang Tahun 2014
menjadi tentang Peme-
kewenangan rintahan Dae-
Pemerintah rah, urusan
Daerah pangan meru-

pakan salah
satu urusan
wajib pemerin-
- tahan yang
menjadi

kewenangan
Pemerintah
Daerah.

¢. Atas dasar
tersebut maka
perlu diatur
dalam
peraturan
daerah tentang
ketahanan

pangan.




13

STATUS DISERTAI .
' ' Naskah | Penjelasan/Ketera = Unit/Insta RATHEL
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan y : Penyelesai | Keterangan
Baru Akadem | ngan nsi
an ik an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. | Peratur | Penerapan Tata Kelola Baru PP 54 a. pengurusan - Biro 2023
an Tata Kelola Perusahaan Tahun 2017 Badan Usaha Pereko-
Daerah | Perusahaan Yang Baik; tentang Milik Daerah nomian
vang Baik Kebijakan Badan dilaksanakan - Biro
Pada Badan Umum Usaha Milik sesuai dengan Hukum
Usaha Milik + | Mengenai Daerah Tata Kelola ?
- Daerah BUMD; Perusahaan
Standar Yang Baik yang
Operasional diterapkan oleh
Prosedur Badan Usaha
BUMD; Organ Milik Daerah
BUMD; b. penerapan Tata
Permodalan; Kelola
Dewan Perusahaan
. Pengawas/De Yang Baik dan
warn optimalisasi
Komisaris; kinerja Badan
Direksi; Usaha Milik
Pegawai Daerah Jawa
BUMD; Tengah, maka
Penugasan diperlukan
Kepada pengaturan
BUMD; pedoman
Penilaian penerapan Tata
Tingkat ' Kelola Badan
Kesehatan Usaha Milik
BUMD; Teknis Daerah.

Pelaksanaan
RUPS / Rapat

c¢. mendasarkan
pada ketentuan
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STATUS DISERTAI 1 Target |
No | Jenis Tentang Materi Pokok B Perubah | Pelaksanaan | Naskah | Penjelasan/Ketera Umtﬂnsta Penyelesai  Keterangan |
aru Akadem | ngan nsi |
an ik an
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
Tahunan / Pasal 92 dan
| Persetujuan Pasal 131
Pemegang Peraturan
Saham / Pemerintah
Persetujuan I Nomor 54 |
KPM; ' Tahun 2017 .
Penggunaan tentang Badan
Laba; Aktiva Usaha Milik
Tetap dan Daerah.
Inventaris; d. Berdasarkan
Struktur point a, b, ¢ . .
Organisasi maka perlu
dan Tata Menyusun
Kerja; perda tentang
Kerjasama; Penerapan tata
Tanggung Kelola
jawab dan Perusahaan
Tuntutan yvang Baik Pada
Ganti Rugi; . Badan Usaha
Pembinaan Milik Daerah
Dan
| Pengawasan. |-
4. | Peratur | Sumber Air Baru Undang- a. mewujudkan - Dinas 2023
an Minum Undang kesejahteraan Bina
Dacrah | Regional Nomor 17 urmum, Marga |
Tahun 2019 Pemerintah dan Cipta
Tentang perlu menjamin | Karya;
- Sumber pengelolaan air
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STATUS

DISERTAI

: . Target
No | Jenis Tentang Materi Pokok By Per:rlfah Pelaksanaan f&:ﬁl{:& :ﬁf lasan/Ketera Um:;?s'ta Peng;iesai Keterangan
ik
1 2 3 4 s) 6 7 8 9 10 11 12
Daya Air minum - Pusda-
dilakukan taru
sebesar
besarnya bagi
kesejahteraan
rakyat.

b. kebutuhan

akan Air Minum
vang memenuhi

syarat kualitas,
kuantitas,

kontinuitas dan
keterjangkauan,

maka
diperlukan
kebijakan
penyelenggaraa
n Sistem
Penyediaan Air
Minum di
wilayah Jawa
Tengah.

c. Undang-
Undang Nomor
17 Tahun 2019

tentang Sumber

Daya Air,
disebutkan
bahw a salah
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STATUS DISERTAI Targét
Na = Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera Unltflflsta Penyelesai ' Keterangan
Baru s Akadem ngan | nsi e
ik |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11 12
satu ‘
kewenangan
Pemerintah
Daerah adalah
menetapkan
kebijakan dan
strategi.
d. Atas point a, b
dan ¢ maka
perlu Menyusun
perda tentang
sumber air
minum regional
5. | Peratur | Pemajuan Baru Undang- a. unsur-unsur | - Dinas 2023
an Kebudayaan Undang kebudayaan Pendidik
Daerah Nomor 5 daerah sebagai an dan
Tahun 2017 indentitas Kebuday | .
tentang bangsa dan aan
Pemajuan Negara harus - Biro
| Kebudayaan dilestarikan, Hukum
dikembangkan | - Dinas
dan diteguhkan Pemuda,
berdasarkan Olahra-
kristalisasi nilai ga dan
budaya yang Pariwisa
terkandung ta
dalarn

Pancasila.
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No

Jenis

Tentang

STATUS

Materi Pokok ‘

‘ P'erubah :
|

DISERTAI

Pelaksanaan | Naskah

Akadem
ik

Penjelasan/Ketera
ngan

Unit/Insta
nsi

Target
Penvelesai
an

Keterangan

4

o]

8

9

10

11

12

b. budaya
.masyarakat
Jawa Tengah
merupakan
sistem nilai,
adat istiadat
yvang dianut
oleh masyarakat
Jawa Tengah ,
vang di
dalamnya
terdapat
pengetahuan,
kevakinan,
nilai-nilai,
sikap, dan tata
cara
masyarakat
vang diyvakini
dapat
memenuhi
kehidupan
warga
masyarakatnya,
sehingga perlu
dilestarikan.

c. Ketentuan Pasal
46 Undang-
Undang Nomor
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STATUS DISERTAI | Target
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera Unltfl}'lsta Penyelesai | Keterangan
Baru Akadem | ngan nsi
an ik an
1 2 3 4 6 T 8 9 10 11 12
5 Tahun 2017
tentang
Pemajuan
Kebudayaan,
; Pemerintah

Paerah sesuai
dengan wilayah

administratiinya

berwenang
untuk
merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan
pemajuan
Kebudayaan

d. Berdasarkan
point a, bdan ¢
maka perlu
MENnysusun
peraturan
daerah tentang
pemamjuan
kebuddayaan.
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“STATUS

DISERTAI

|
_ { AR S Target
: |
No Jenis Tentang i Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera | Unit/ Ipsta Penyelesai | Keterangan
Bar Akadem | ngan sl :
| an ik an
1 2 | 3 4 L 5 L. @ 7 8 9 10 11 i 12
6. | Peratur | Pembentukan | Bentuk | Baru I a. Undang- a. Produk Hukum |- Biro 2023 Mencabut
an Produk Produk Undang Daerah Hukum, Perda
Daerah | hukum Hukum Nomor 13 merupakan - Bapemp Nomor 6
Daerah Daerah; Tahun landasan dalam erda  Tahun 2016
perencanaan; 2022 penyelenggaraan | tentang
penyusunan tentang pemerintahan | Pembentuk-
Produk Perubaha daerah sehingga | an Pera-
Hukum n Kedua pembentukanny turan
Daerah Atas a harus selaras | Daerah
pembahasan Undang- dengan |
Produk Undang kebutuhan
. Hukum Nomor 12 penyelenggaraan
. Daerah,; Tahun pemerintahan
fasilitasi, 2011 daerah;
evaluasi dan Tentang e e 1
klarifikasi; Pembentu ' rangka tertib
e kan pembentukan
register; | . Peraturan Bt b flialbeneny
penetapan, Perundan Daerah yang
penomorar, g . baik taat asas
pengundanga Undangan pembentukan
P e ! dan tidak
autentifikasi; | b. Undang- bertentangan !
penyebarluas Undang dengan
[Esis womard L kepentingan
tata naskah Tahun mrlfum pgerlu
e A
partisipasi Cipta | el
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STATUS i DISERTAI : - |
No  Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Ferjeiasen etern | BT/ Iflsta Penvelesai | Keterangan
Baru Akadem | ngan nsi
an i an
B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 |
masvarakat; Kerja; mengenai I
Analisis dan ¢. Peraturan pembentukan I
evaluasi Menteri produk hukum
Produk Dalam daerah vang
Hukum Negeri dilaksanakan
Daerah; Nomaor dengan cara dan
materi 120 metode vang
muatan Hak Tahun pasti, baku dan
Asasi 2018 standar;
Manusia tentang
c. bahwa dengan
dalam Perubaha adanya dinamika
pembentukan n Atas | perkembangan
Produk Peraturan peraturan
Hukum Menteri perundang-
Daerah; Dalam undangan terkait
pembinaan Negeri dengan
dan Nomor 80 pembentukan
Einfmkvasan ;‘g};un produk hukum
Sl o daerah maka
Hukum tentang Hprnturan:
Eagrah 16 E;mbentu Daerah Provinsi
@ Iupaten;’ Prn ki Jawa Tengah
ota; i Nomor 6 Tahun
pemanfaatan Hukum 2016 tentang
Teknologi Daerah Pernbisrtiiicas
E‘fﬁm‘a}iladﬁ” Peraturan
omuiKasi, Daerah sudah
koordinasi, |

| jejaring kerja,

tidak sesuai dan




=1

| STATUS DISERTAI Parim
No | dJenis Tentang Materi Pokok i B Perubah Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera Umtﬂ.nsm | Penyelesai | Keterangan
aru Akadem | ngan nsi
an e an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
kemitraan perlu dicabut;
-dan d. bahwa
kerjasama berdasarkan
pembentukan pertimbangan
Produk sebagaimana
Hukum dimaksud dalam
Daerah. . huruf a, huruf b
dan huruf ¢
perlu
membentuk
Peraturan
Daerah tentang
| Pembentukan
Produk Hukum
Daerah.
7. | Peratur  Pendidikan penyelenggara | baru a. peraturan a. Pendidikan Bapemper | 2023
an . | Pancasila dan | an Pendidikan Pemerinta Pancasila da
Daerah | Wawasan Pancasila dan h Nomor 4 merupakan salah | Kebangpol
Kebangsaan | Wawasan tahun satu Langkah = | Biro
- Kebangsaan; 2022 untuk Hukum
muatan tentang mengenalkan
materi Standar nilai-nilai
Pendidikan Nasional kebangsaan
Pancasila dan Pendidika kepada generasi
Wawasan . muda.
Kebangsaan; b. Peraturan b. Wawasan
peran serta Menteri kebangsaan
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STATUS DISERTAI Terget
No  Jenis Tentang Materi Pokok o Perubah | Pelaksanaan Naslah | Penjelasan/Ketera |Linit/ IPS‘H Penyelesai | Keterangan
aru Akadem | ngan nsi
an ik . an
1 2 3 4 S 6 i e 9 10 11 12
Masyvarakat; Dalam merupakan
pembinaan Negeri intrumen penting
dan Republik untuk
pengawasarn,; Indonesia membetengi
dan kerja Nomor 71 masyarakat Jawa
r sama. Tahun tengah dari Nilai
2012 nilai radikalisme
tentang dan premanisme,
Pedoman c. Atas dasar point
Pendidika a dan b maka
n perlu di susun
Wawasan perda tentang
Kebangsaa Pendidikan
n Pancasila dan
Wawasan
kebangsaan
8. | Peratur | Pajak Daerah | Jenis Pajak Baru Undang- Amanat dari Pasal | BAPENDA 2023
an ' Dan Retribusi | dan Retribusi, : Undang 94 Nomor 1 Tahun
Daerah | Daerah Subjek Pajak Nomor 1 ' 2022 tentang
Provinsi Jawa | dan Wajib Tahun 2022 Hubungan
Tengah Pajak,Subjek tentang Keuangan Antara
' Retribusi dan Hubungan Pemerintah Pusat
Wajib Keuangan Dan Pemerintah
Retribusi, Antara | Daerah, untuk
objek Pajak Pemerintah seluruh jenis Pajak
dan Retribusi, Pusat Dan dan Retribusi
dasar Pemerintah ditetapkan dalam
pengenaan Daerah 1 {satu) Perda dan
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STATUS DISERTAI ] | Target
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera | Unit/ Ipsta | Penyelesai | Keterangan
Baru Akadem | ngan nsi
an k| an
1 2 3 4 5 6 ¥ & 9 10 11 12

Pajak, tingkat menjadi dasar

penggunaan ' pemungutan Pajak

jasa Retribusi, ' dan Retribusi di

saat terutang ' Daerah

Pajak, wilayah . dan Perda

pemungutan ' tersebut

Pajak, serta ditetapkan paling

tarif Pajak lama 2 (dua)

dan Retribusi Tahun setelah

' pengundangan

Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2022.

9. | Peratur | Rencana Tata | a. Tujuan, Baru a. Undang- ada - PUSDATA 2023 a. Naskah
an Ruang Kebijakan Undang RU, : Akademik
Daerah | Wilayah dan strategi Nomor 26 - DINLUT- disusun

Provinsi Jawa penataan Tahun KAN, tahun
Tengah ruang 2007 - DLHEK, 2022 (saat
| Tahun 2023- wilayvah tentang - BAPPEDA ini proses
2043 Provinsi Penataan pe-
| Jawa Ruang; nyusunan)
Tengah; b. Undang- £
b. Rencana Undang b. Menggabu
struktur Nomor 11 ngkan
ruang Tahun muatan
wilayah 2020 substansi
Provinsi tentang | Rencana
Jawa | Cipta ' Tata
Tengah; | Kerja; | Ruang




249

STATUS

DISERTAI

e . Target
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera Umtﬂ.nsm Penyelesai | Keterangan
| Baru Akadem | ngan nsi
an e an
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12
c.Kawasan c. Peraturan Matra
Strategis Pemerinta Laut
Provinsi h Nomor (Perda
jawa 13 Tahun Nomor 13
Tengah; 2017 Tahun
d. Arahan tentang 2018
pemanfaata perubahan tentang
n ruang Atas Rencana
wilayah Peraturan Zonasi
Provinsi Pemerinta Wilayah
Jawa h Nomor Perairan
Tengah; 26 Tahun Dan
e.Arahan Pe- 2008 Pulau-
ngendalian Tentang Pulau
Pemanfaa- Rencana Kecil) dan
tan Ruang Tata matra
wilayah Ruang darat
Provinsi Wilayah (Perda
' Jawa Nasional; Nomor 16
Tengah. d. Peraturan Tahun
Pemerinta 2019
h Nomor tentang
21 Tahun Rencana
2021 Tata
tentang Ruang
Penyelengg Wilayah
araan Provinsi
Penataan Jawa
Ruang; Tengah) ke |
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Mo

Jenis

Tentang

Materi Pokok

!
.

STATUS

Baru

Perubah

all

Pelaksanaan

DISERTAI

Naskah
Akadem
ik

Penjelasan/Ketera

ngan

Unit/Insta
nsi

Target
Penvelesal
an

Keterangan

6

=

8

10

5

12

. Peraturan

Menteri
Agraria
Dan Tata
Ruang/
Kepala
Badan
Pertanah-
an Nasio-
nal Nomor
11 Tahun
2021 ten-
tang Tata
Cara Pe-
ny‘usunan,
Peninjau-
an Kem-
bali Revisi,
Dan Pe-
nerbitan
Persetu-
juan
Substansi
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Provinsi,
Kabupaten

dalam 1
(satu)
Perda
Rencana
Tata
Ruang -
Wilayah
Provinsi
Jawa
Tengah.
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STATUS -, DISERTAI i Target
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Neskah | Penjelagan/Retefa, |t/ Ipsta Penyelesai | Keterangan
. Baru Akadem | ngan nsi
an i an
1 2 3 4 = &) ¥ 8 | 9 10 11 12
' | ' , Kota Dan
‘ | Rencana
- Detail Tata
' ‘ Ruang.
| . ! .
10. | Peratur | Rencana | Pembangunan - Perubah | Undang- a. Rekomendasi - DPMPTSP; 2023
an Pembangun- | Industri Jawa an Undang LKPJ Akhir - Dinlut
Daerah | an Industri Tengah Nomor 3 Tahun Anggaran | kan;
Provinsi Jawa Tahun 2014 2021 DPRD - Dinakkes
Tengah tentang Provinsi Jawa wan;
Tahun 2017- Perindustri- Tengah, terkait |- Dinas
2037 an, secbagai- dengan perlunya | ESDM,
mana telah melakukan revisi |- Dishanpa
di ubah terhadap Y
dengan Rencana - Distanbu
Undang- Pembangunan n;
| Undang Industri Provinsi |- Disd_ik, '
| | Nomor 11 Jawa Tengah, - Bappeda,
Tahun 2020 dikarenakan - Disnaker
' tentang ' banyak regulasi | trans,
} Cipta Kerja. baru, dan - DLHK
banyaknya
daerah Jawa

Tengah vang
masuk Proyek
Strategis
Nasional (PSN).
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MNo

Jenis

Tentang

Materi Pokok

STATUS 3 DISERTAI

Boiiah [ Pelaksanag | Naskah | Penjelasan/Ketera
Baru i | Akadem | ngan
| ik

Unit/Insta
nsi

Target
Penyelesai
an

Keterangan

S 6 7 & 9

10

11

12

b. Dalam
Penyusunan
Perda RPIP
Jateng 2017-
2037 belum
sepenuhnya
memasukan
regulasi
Peraturan
Menteri
Perinsustrian
Nomor 110
Tahun 2015
tentang Pedoman
Penyusunan -
Rencana
Pembangunan
Industri Provinsi
Dan Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota.

c. Terbitmya
Permendagri 113
Tahun 2018
Tentang Evaluasi
Rancangan
Peraturan
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STATUS

DISERTAI

. . Target
i ' Naskah ' Penjelasan/Ketera | Unit/Insta .
No | Jenis Tentang Materi Pokok Baru Pcr;]]::ah Pelaksanaan Akadem nga::i / rf i Pen};lesal Keterangan
ik
1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 i 12
Daerah tentang
Rencana
Pembangunan

Industri Daerah
Provinsi dan
Rencana
Pembangunan
Industr Daerah

Kabupaten/Kota.
. Dampak

Pandemi Covid-
19 yang
menyebabkan
perubahan
proyeksi dalam
pencapaian
Sasaran
pelaksanaan -
pada RPIP
Jateng
khususnya pada
Sasaran
Kuantitatif
Pembangunan
Sektor Industri
Provinsi Jawa
Tengah (2017 -
2037).
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No

Tentang

Materi Pokok |

Bar

STATUS

u

Perubah
an

Pelaksanaan

DISERTAI

MNaskah
Akadem

Penjelasan/Ketera
ngan

Unit/Insta
rsi

Target
Penyelesai
dan

Keterangan

4

6

9

10

11

12

e. Dinamika
Pembangunan
Industri di Jawa
Tengah baik dari
sisi dukungan
Infrastruktur
fisik pendukung
sektor Industri,
Pembangunan
Kawasan-
kawasan industri
baru hingga
beberapa projek
berstatus Projek
Strategi Nasional
(PSN) vang pasti
akan merubah
arah pemba-
ngunan dan
sasaran kinerja
Pembangunan
Sektor Industri
di Provinsi Jawa
Tengah.

11,

Perda

Penyelenggar
aan
Penviaran

- Pengaturan
terhadap
pengawasan
program

- Undang-
Undang
Nomor
Tahun

32

- Dinas
Komuni
kasi dan
Informa

2023
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STATUS . DISERTAI | Parest
No  Jenis Tentang Materi Pokok | Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera | Umit/Insta Penyelesai | Keterangan
Baru Akadem | ngan nsi
an i an
1 2 3 4 5 6 | 7 ] g 10 11 12
siaran lokal - 2002 si.
dan berita. tentang - Biro
- Penguatan Penyiaran. hokum
kelembagaan - Peraturan - BAPPE
penyiaran Pemerintah DA '
yvang ada di Nomor 46 i
Jawa ' Tahun
Tengah. 2021
Melakukan tentang
pemberdaya- Pos,
an kepada Telekomuni
masyarakat ka-si, dan
untuk sadar Penyiaran.
media - Peraturan
Menteri Ko-
_ munikasi
i dan Infor-
masi  No-
mor 6
tahun
2021
| Tentang
Penyelengg
araar
Penyiaran.
12. | Perda | Pengelolaan - Pengaturan v - Undang- |V -BPKAD 2023
keuangan terhadap Undang -Biro
Daerah mekanisme 23 tahun Hukum
pengelolaan 2014 -BAPPEDA
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STATUS DISERTAL Target
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan | Naskah | Penjelasan/Ketera | Unit/Insta | o o 00 | Keterangan
Baru Akadem  ngan nsi X
4all ik I an !
1 2 3 S 5 6 7 8 | 9 10 11 il
keuangan Tentang -BAPEN-
daerah. Pemerint- DA
- Proses ah
Penyusunan Daerah.
,pembahasa - Peraturan
n dan pene- Pemerin-
tapan APBD tah Nomor
dan KUA 12 Tahun
PPAS 2019
- Proses tentang
pelaksanaan Pengelola-
dna an Keua-
penataan ngan
usahaan Daerah.
keuangan - - Permenda
daerah. eri TT
- Proses tahun
pelaporan 2020
akuntansi Tentang
keuangan Pedoman
daerah. teknis
- Pertanggung Pengelola-
jawaban an keua-
Anggaran ngan
Daerah. Daerah.
- Penyelesaian |
utang

daerah dan
pengelolaan
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STATUS DISERTAI Target
Jenis Tentang Materi Pokok B ! Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera | Unit/ I?mta Penyelesai | Keterangan
aru Akadem | ngan nsi
an iz an
2 3 4 S 6 T 8 9 10 11 12
kekayaan
daerah.
Proses
penyvelesaian
kerugian
keuangan
daerah
Perlindungan |- Perlunya ' V 1. UU No. 23 % - Dinas 2023
dan perubahan Tahun LHK
Pengelolaan Perda No- 2014 Dinas
Lingkungan mor 20 Ta- tentang PUSDA
Hidup Di hun 2003 Pemerint- TARU
Provinsi Jawa | tentang Pe- ah Daerah | Biro
Tengah ngelolaan 2. UU No. 11 Hukum
Kualitas Air Tahun BAFPE
dan  Peng- 2020 DA
endalian | tentang PD
Pencemar-an Omnibus terkait
Air Lintas Law Cipta lainnya
Kabupaten/ Kerja
Kota di 3. PP No. 22
Provinsi Tahun
Jawa Tengah 2020
sudah tidak tentang
sesual Perlindu-
dengan ngan dan
regulasi dan Pengelola
perkembang an Ling-
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! STATUS DISERTAI
- : ' j Unit/Insta Target
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Safiah | Renjalannd) Ke-eln : . Penyelesai  Keterangan
Baru Akadem | ngan nsi |
an ik an
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
an zaman. kungan

Tantangan Hidup
dan kondisi
terkini dalam
pengendalian
pencemaran
air Lintas
Kabupaten/
Kota di
Provinsi Jawa
Tengah juga
semakin

: kompleks.

14.  Perda | Penyelenggar - Perencanaa v - Undang- |V - Dinas 2023
aan 91 Undang - Ketenaga -
Ketenagakerja | Ketenagaker Nomor 13 kerjaan
an jaan I Tahun dan

- Pelatihan 2003 Transmig
Kerja dan tentang rasi .
Produktifita Ketenaga - Biro
s Tenaga ' -kerjaan Hukum
Kerja ! - Undang- - BAPPEDA '

- Penempatan Undang !

Tenaga No 2
Kerja  dan Tahun
Perluasan 2004
Tenaga tentang
Kerja Penyelesa
E Hubungan -ian_ Per-
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STATUS DISERTAI _ Target
No : Jenis Tentang Materi Pokok - Perubah | Pelaksanaan EIE:?S:I E;I;-lf lasan/Ketera Umtrf;;mta Penyvelesai  Keterangan
an L an
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 | 11 12
Industrial selisihan :
dan Hubunga
Jaminan n :
Sosial Industrial
Tenaga - Undang-
Kerja Undang
- Pengupahan Nomor 23
- Perlindung- Tahun
an Tenaga 2014
Kerja tentang
- Pembinaan Pemerint
Pengawasan ahanDaer
- Kerjasama ah
- Pe - Undang-
rarn Undang
Serta Nomor 18
Masvara Tahun
. 2017
tentang
Pe-
lindunga
n Pekerja .’
Migran
Indonesia
- Undang-
Undang
Nomor 11
Tahun

2020
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STATUS

DISERTAI

T . : Target
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera | Unit/ IFSta Penyelesai | Keterangan
Baru Akadem | ngan nsi
an i an
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 1 12
tentang '
Cipta Kerja |
15. | Perda | Fasilitasi dan | Pembinaan V - Undang- Vv - Biro 2023 .
Sinergitas dan undang Kesr
Penyelengga- | Pengembang- Nomor 18 a
raan an Pesantren tahun - Biro
Pesantren Di 2019 Hukum
Provinsi Jawa | Tentang
Tengah Pesantren
- Peraturan
Presiden
Nomor 82
Tahun
2021
Tentang
Pendanaan
Penyelengg
araan
| Pesantren
16. | Perda @ Rencana ' Berdasarkan v 1. UU Nomor v - DLHK 2023 ;
| Perlindungan | UU 32/2009, 23 Tahun - DISPER
'Dan Memuat 2014 - AKIM;
Pengelolaan rencana 30 | tentang | - Dinas
Lingkungan tahun tentang | Pe- PUSDAT
Hidup : merintaha ARU;
a.Pemanfaata n Daerah - Dinas
. ndan/atau 2. Undang- PU Bina
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STATUS o - DISERTAI Tareet
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera Ul“lltflflst& Penyelesai | Keterangan
Baru Akadem | ngan nsi -
an ik an
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12

pencadanga Undang Marga

n Sumber Nomor 32 Cipta

Dayva Alam; Tahun Karva;
b.Pemeliharaa 2009

n dan tentang - BAPPE-

perlindu- Perlindun DA;

ngan gan dan - Biro

kualitas Pengelola ISDA;

dan/atau an - Biro

fungsi Lingkung Hukum;

lingkungan | an Hidup; - PD

hidup; . Surat terkait
c. Pengendalia Edaran lainnya.

mn, Nomor

pemantaua SE.5/Men

n dan lhk/PKTL

pendaya- JPLA3/1

gunaan 1/2016

serta Tentang

pelestarian Penyusun

sumber an

daya alam; Rencana
d. Adaptasi dan Perlindun

mitigasi gan dan

terhadap Pengelola

Pe::ubahan an

iklim, Lingkung

an Hidup
Provinsi
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STATUS . DISERTAI . Target
No | Jenis Tentang Materi Pokok Perubah Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera | Unit/Insta Penyelesai | Keterangan |
Baru : Akadem ' ngan nsi 5
an ik an |
1 2 3 4 3 6 I 8 9 10 11 12
dan
' Kabupate
nf
Kota.
17. | Perda | Perubahan ' 1. Perubahan \Y . UU Nomor | V - - Biro 2021
Bentuk . bentuk 23 Tahun Pere-
Hukum PT. hukum 2014 konomia
Sarana Pem- menjadi tentang n
bangunan PERSERO- Pemerinta SETDA
Jawa Tengah DA; ~han - BPKAD;
. Perubahan Daerah - BPPD;
Modal sebagaim - Biro
dasar; ana telah Hukum; |
Bidang diubah - PT
usaha dengan SPJT;
. UU Nomor - PD
I . 9 Tahun . terkait
2015; lainnya.
. PP Nomor
54 Tahun
2017
tentang
BUMD,
18. | Perda | Perubahan a. Perubahan \ .UU Nomor |V - - Biro 2023 -
Bentuk bentuk 23 Tahun Pere-
Hukum PT. hukum 2014 konomia
| Penjaminan menjadi tentang n
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. STATUS | DISERTAI | Tareet
No Jenis Tentang Materi Pokok Perubah | Pelaksanaan Naskah | Penjelasan/Ketera | Unit/ I_ns,ta Penvelesai Keterangan
Baru Akadem | ngan nsi
an ik an
1 2 3 4 6 | 7 | 8 9 | 10 11 12
Kredit Daerah PERSEROD . Pemerinta SETDA
Jawa Tengah A; : . han - BPKAD:
b. Perubahan Daerah - BPPD;
- Maodal sebagaima - Biro

Dasar; na telah Hukum;

Bidang ' diubah - PT Jam-

Usaha, dengan rida
Undang- Jateng;
Undang - PD
Nomor 9 terkait |
Tahhm lainnva.
20135; =

2. PP Nomor

54 Tahun
2017
tentang
BUMD

DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI



iping.goethe@gmail.com
Typewritten text
ttd


